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PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
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Imam Cahaya Saputera, Achmad Faishal
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RINGKASAN

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang
membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum atas tanah, termasuk
perjanjian pemberian hak pakai. PPAT bertugas memastian bahwa syarat-syarat
peralihan hak telah sesuai dengan ketentuan hukum dan menjadi dasar
pendaftaran perubahan data di Kantor Pertanahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana
Kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing menurut Undang-Undang
Pokok Agraria dan bagaimana Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam
pembuatan akta hak pakai atas tanag oleh Warga Negara Asing (WNA).

Hasil Penelitian Pertama : kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing
menurut Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa WNA boleh
memiliki tanah dengan status hak pakai. Masa kepemilikan hak pakai diatur dalam
Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
bahwa hak pakai di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan untuk
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun diperpanjang untuk jangka waktu
paling lama 20 dua puluh) tahun,dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh tahun). Kedua : Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam
pembuatan akta hak pakai atas tanah oleh warga negara asing adalah membuat
perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik. Sebelum membuat akta
tersebut, PPAT harus memastikan bahwa para pihak telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan Perundang-undangan. PPAT merupakan pejabat umum yang
bertanggung jawab untuk membuat surat keterangan tertulis yang dimaksudkan
sebagai alat bukti dari perbuatan-perbuatan hukum. Dalam hal kewenangan PPAT
membuat akta pemberian hak pakai merupakan kewenangan atribusi yang terdapat
dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2016 Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah.”
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PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DALAM PEMBUATAN AKTA HAK PAKAI ATAS TANAH
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Oleh:
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ABSTRAK

Kata Kunci : PPAT, Hak Pakai, Warga Negara Asing

Tujuan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisa Kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing (WNA)
menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dalam pembuatan akta hak pakai atas tanah oleh Warga Negara Asing
(WNA).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penilitan ini adalah metode yuridis
normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data
sekunder dengan metode pengumpulan studi pustaka. Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian Pertama : kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing
menurut Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa WNA boleh
memiliki tanah dengan status hak pakai. Masa kepemilikan hak pakai diatur dalam
Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
bahwa hak pakai di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan untuk
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun diperpanjang untuk jangka waktu
paling lama 20 dua puluh) tahun,dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh tahun). Kedua : Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam
pembuatan akta hak pakai atas tanah oleh warga negara asing adalah membuat
perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik. Sebelum membuat akta
tersebut, PPAT harus memastikan bahwa para pihak telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan Perundang-undangan. PPAT merupakan pejabat umum yang
bertanggung jawab untuk membuat surat keterangan tertulis yang dimaksudkan
sebagai alat bukti dari perbuatan-perbuatan hukum. Dalam hal kewenangan PPAT
membuat akta pemberian hak pakai merupakan kewenangan atribusi yang terdapat
dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2016 Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah.”
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ROLE OF LAND DEED MAKING OFFICIAL (PPAT) IN THE
MAKING OF DEED OF RIGHT OF USE OF LAND FOR
FOREIGN CITIZENS
By
Imam Cahaya Saputera', Achmad Faishal?

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 105 Pages

ABSTRACT

Keywords: Land Deed Making Official (PPAT), Right of Use, Foreign Citizen

The purposes of this research are to study and analyze: 1) right of ownership of
land for foreign citizens according to Basic Agrarian Act. 2) role of Land Deed
Making Official (PPAT) in the making of deed of right of use of land for
foreign citizens. Method of this research is normative legal one, the
characteristic of this research is descriptive analytical. Type of data used is
secondary data, and data collection is by library study. Method of data analysis is
qualitative one. The results of the research are: 1) right of ownership of land
for foreign citizens according to Basic Agrarian Act is that foreigners may
have land with the status of right of use. The period is regulated in Article 52
of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021
concerning Management Right, Land Right of Storied Houses, and Land
Registration that right of use on State land and management right land is granted
for a period of thirty (30) years extendable fro maximum twenty (20) years, and
renewable for maximum thirty (30). 2) The role of Land Deed Making Official
(PPAT) in the making of deed of right of use of land for foreign citizens is to
make agreement on the granting of right of use on right of ownership. Prior to
the making of the said deed, the PPAT must ensure that the parties have
fulfilled the requerements in accordance to the legislation. PPAT is public
official who is responsible to make written statement intended as instrument of
evidence of legal actions. The authority of the PPAT to make deed of granting
right of use is atributive power stated in Article 2 of Government Regulation
Number 24 of 2016 concerning Amendment to Government Regulation
Number 37 of 1998 Concerning Regulation on the Position of Land Deed
Making Official.

1 Student number: 2320216310028 ===
2 Supervisor Authorized Sworn Translator
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